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TENTANG
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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEWUKAN,

®

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Magelang Nomor
47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala
Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Sewukan;

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sewukan
Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas

dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Sewukan tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Sewukan Tahun Anggaran 2023;

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Beberapa Kali
Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
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tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015
Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun
2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor
20940;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan
dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor961);

Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2020;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1424);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara
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Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
Nomor 7);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Bagi Hasil Pajak
dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2017 Nomor 9);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2019 Nomor 6);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah
Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 35);
Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 47);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat
Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun
2020 Nomor 59);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang
Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor
60);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
((Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 52);

Peraturan Desa Sewukan Nomor ..... Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Sewukan Tahun 2023 (Berita Desa Sewukan Nomor 8
Tahun 2022);

Peraturan Desa Sewukan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Sewukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa
Tahun 2023 Nomor 2);

Peraturan Desa Sewukan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sewukan Tahun Anggaran 2023
(Berita Desa Tahun 2023 Nomor 5);



Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEWUKAN
DAN
KEPALA DESA SEWUKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan  : PERATURAN DESA SEWUKAN TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEWUKAN TAHUN ANGGARAN
2023.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai
berikut:

1. Pendapatan Desa Rp 2.186.657.851,-
2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp 606.678.527,-
b. Bidang Pembangunan Rp 1.273.769.324,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 149.000.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 60.010.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana

Darurat dan Mendesak Desa Rp 97.200.000.-
Jumlah Belanja Rp 2.186.657.851,-
Surplus/Defisit RP 0,-

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp 4.050.184,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,-

Selisih Pembiayaan (a—b) Rp 4.050.184,-

SILPA/SiLPA Tahun Berjalan Rp. 4.050.184,-
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I :  Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun
Anggaran 2023;

2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember Tahun
2023;

3. Lampiran III :  Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa;
dan

4. Lampiran [V : Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

Tahun 2023.



Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2024.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam
Lembaran Desa.

Ditetapkan di Sewukan
Pada tanggal 3 Januari 2024
KEPALA DESA SEWUKAN,

YEYEN RIFAI
Diundangkan di Sewukan
pada tanggal 3 Januari 2024
SEKRETARIS DESA SEWUKAN,

ASEP BUDI PRASETYO

LEMBARAN DESA SEWUKAN TAHUN 2024 NOMOR 01



